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KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA TANJUNG PUTUS

NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG

RIVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 29 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomorl23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 20 16
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun

2021 Nomor 1424);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Keuan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

Peratu.ran Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 27);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 23;

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2022 Nomor 3);

Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 030/337/BPKAD/2019 Tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanjung Putus
Tahun 2022 s/d 2028 (Lembar Desa Tanjung Putus Tahun 2022 Nomor 3);
Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tanjung Putus Tahun 2023;

Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Desa Tanjung Putus Tahun
2023;

Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Tanjung Putus Tahun
Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PUTUS
Dan
KEPALA DESA,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

um Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Tanjung Putus

Badan Permusyawaratan Desa yang seclanjutnya disingkat BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa Tanjung Putus

pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan
permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah
Rencana chl.atan Perqbangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BABII
PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.

RKPDesa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2023.
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pemerintah desa.

Pasal 3

RKPDesa paling sedikit memuat :

a.
b.
[

d.

evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;

prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; :
prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa
dan pihak ketiga;

rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan
penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;

Pasal 4

(1) RKPDesa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut

1. Halaman Judul/Cover
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
a. BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Manfaat
1.5 Visi dan Misi Desa
b. BABII GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
2.3 Pembiayaan Desa

. BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun
Sebelumnya
3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa
3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Keadaan Darurat
3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan

0

d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provisni

dan Pusat. ) : :
4 3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang.



e. BABV PENUTUP
{. LAMPIRAN
1.

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2022 - 2028,

Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2023.

Tabel/Matrik RKPDes 2023,

Pagu Indikatif Desa Tahun 2023.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang
Masuk ke Desa.

Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDes Melalui Musdes

Berita Acara Rembuk Stunting Desa.

Lembar Laporan Hasil Rembuk Stunting Desa.

Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDes antara Tim Penyusun
dengan Kepala Desa.

10. Berita Acara Penetapan RKPDes Melalui Musrenbangdes antara Kepala
Desa dan BPD.

11. Laporan Hasil Survey Barang dan Jasa (Jika Ada)

12. Keputusan Kepala Desa Tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa.

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan RKPDes 2023.

14. Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes
Tahun 2023.

15. Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan
Kegiatan Desa Tahun 2023.

16. Daftar Usulan RKPDes Tahun 2024.
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) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Larnpirax}
Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.
Pasal 5

KPDesa dapat diubah dalam hal :

. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

). terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama
dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdésarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 8
Visi pemerintah Desa Tanjung Putus :

“Menciptakan Desa Tanjung Putus Yang Maju,Mandiri Dan Sejahtera”

Pasal 9
Misi pemerintah Desa Tanjung Putus :

|.Meningkatkan perbaikan system kerja aparatur Desa guna Meningkatkan kualitas pelayaanan
;?&23120%32:{1?:: tl.)eran dan partisipasi masyarakat dalam memantau berjalanya roda
g?&?:ﬁgﬁ:ﬁ:g;kerja sama dengan semua pihak dalam pembangunan desa untuk mencapai

Ec G:g;lélé r:ear:]lggikiils;yz{:r?;;ﬁ.asset-aset yang dimiliki untuk dimanfaatkan dan digunakan
untuk kepentingan masyarakat Desa.



senantinsa mengikut sertahkan warga Desa datar memantau kinerja kepala desa dag
° amakat desa dalam pengelolahan dana Dess
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Fgeningkatkan pelayanan publikasi untuk lebih baik
*yeningkatkan kinerja dan partisipasi lembaga Desa

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10

_ategt pembangunan Desa Tanjung Putus :

|ebih menjamin Kesinambungan pembanguanan

sebagai Rencana Kerja pembangunan yang merupakan acuan pembangunan Desa.
i\-mbcri arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.

‘Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di perlukan dengan program pembangunan
. pemerintahan

“papat Mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 11

ah kebijakan keuangan Desa Tanjung Putus:

Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
‘rersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
‘Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

ah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Putus :

Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
‘Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar m_a§yargkat.
‘Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

jal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam
kraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

xraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
lengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Putus

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 02 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS,

.

YOKE MAILISTIO
LEMBARAN DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2022 NOMOR 03
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7:Meningkatkan kinerja dan Partisipasi lembaga Desa

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10
strategi pembangunan Desa Tanjung Putus :

1.Lebih menjamin Kesinambungan pembanguanan

Q,Sebagal' Rencana Kerja pembangunan yang merupakan acuan pembangunan Desa.

3.Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.

4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di perlukan dengan program pembangunan
dari pemerintahan

5. Dapat Mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 11

arah kebijakan keuangan Desa Tanjung Putus: '

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
9. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Putus :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Putus

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 02 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS,

Vyrer saawe o



